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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto - Jawa
TimurMemilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kuasanya,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Budianto,
S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di JI.
BambangYuwono, Dusun Kendal Rt/Rw 24/03 Desa Bakung
Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1
November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 967/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 1 November 2022,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kobupaten Mojokerto -
Jawa timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober
2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
2954/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2000, dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : 123/51/VI11/2000 Tertanggal 20Juli 2000;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status pemohon adalah
Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kabupaten
Mojokerto - Jawa Timur rumah mertua;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
melakukan hubungan layaknya suami istri dikaruniai anak 2 Perempuan
dan laki-laki;

» XXX umur 21 Tahun;
» XXX umur 11 Tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2010 setelah menikah
ketentraman rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan
tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
a) Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah di datangi seorang
perempuan memaki — maki termohon di depan Pemohon ( kalau kamu
suka dengan suami saya tak kasihkan) yang di lihat Pemohon pada saat

itu terjadi pertengkaran;
b) Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon saling

memaafkan bahwa Pemohon dan Termohon rukun kembali;
c) Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Termohon menuduh Pemohon

Selingkuh dengan karyawan PT Sampurno pabrik rokok bahwa gajimu

selama ini kamu buat biaya hidup selingkuhanmu;
d) Bahwa pada bulan September tahun 2022 Pemohon di tuduh oleh

Termohon nikah siri dengan wanita lain padahal Pemohon tidak pernah

menikah siri;
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e) Bahwa Termohon minta di ceraikan Pemohon dengan alasan bahwa

Pemohon di tuduh nikah siri;
f) Bahwa akibat Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus

Termohon selalu pergi pagi pulang malam dan Pemohon dan Termohon

masih tinggal satu rumah kurang lebih 2 ( dua ) bulan sudah pisah

Ranjang;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut yang dihadapi, Pemohon tetap
bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi pemohon sudah
tidak kuat menjalani hidup rumah tangga tanpa seorang istri yang mampu
melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun batin dan telah mencoba
memusyawarahkan dengan keluarga Pemohondan keluarga Termohon,
dengan hasil orang tua Termohon menyetujui untuk bercerai;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai
ini dikabulkan;
8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah ini telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huuf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun1991;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan Talak Raj'i

Kepada dihadapan Sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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SUBSIDAIR
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
ae quo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus
kepada Heri Budianto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.
BambangYuwono, Dusun Kendal Rt/Rw 24/03 Desa Bakung Pringgodani
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 1 November 2022 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 967/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 1 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan
mediator bernama Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 16 November
2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil,
tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian dengan kesepakatan
Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon nafkah iddah sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dan nafkah hadhanah terhadap anaknya yang bernama Danar Tedjo
Sukmono umur 11 tahun yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya
tersebut adalah benar dan tidak dibantah kecuali pada :
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- Posita nomor 5 (lima) yaitu tidak benar Termohon menuduh
Pemohon selingkuh yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun
telah pisah ranjang selama 2 bulan lamanya ;
3. Bahwa Termohon tidak tidak keberatan diceraikan Pemohon asalkan
Pemohon memenuhi semua tuntutan Termohon yaitu :
1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak ke 2 (dua), umur 11 tahun setiap bulannya sebesar
Rp500.000 (lima ratus ribu rupuah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanya semula dan
Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK

3516021005770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 2

Agustus 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/51/VIII/2000 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang

Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juli 2000, telah dinazegelen dan

dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI |, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Dusun Kesono RT/RW. 007/002 Desa Bakalan Kecamatan
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Gondang Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon
menikah pada bulan Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto ProvinsiJawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
rumah mertua dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab
ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah
Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon
masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang selama 2 bulan
sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan

dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak
mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu
lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
2. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat
tinggal di Dusun Ketintang RT/RW. 001/003 Desa Bakalan Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan
memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu
Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah dan dikaruniai 2 anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
rumah mertua;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah
ranjang selama 2 bulan sampai dengan sekarang meskipun masih
tinggal serumah;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu pergi
dari pagi hingga malam;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan
dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik
bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang
telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang
ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap
pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon
menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing
pihak mohon perkaranya segera diputuskan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 1 November 2022 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 967/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 1 November 2022, ternyata
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis
Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa
Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim
harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan
hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin
kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai
advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian
telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud
ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara
Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi
dengan mediator Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 16 November
2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil,
tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana
kesepakatan perdamaian tanggal 16 November 2022 dan Pemohon dan

Termohon menyetujuinya;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria
idaman lain, selain itu Pemohon di tuduh oleh Termohon nikah siri dengan
wanita lain padahal Pemohon tidak pernah menikah siri dan Termohon pernah
minta di ceraikan Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam
jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian
yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2000,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2000 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
ProvinsiJawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun
telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon

bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
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2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang
menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Juli 2000 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ProvinsiJawa Timur;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,
bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur rumah mertua dan
dikaruniai 2 anak;

4, Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan
Februari 2010 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman
lain, selain itu Pemohon di tuduh oleh Termohon nikah siri dengan wanita
lain padahal Pemohon tidak pernah menikah siri dan Termohon pernah
minta di ceraikan Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 bulan meskipun
masih tinggal serumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan
Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
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benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqgarah ayat 227, yang berbunyi :

LE LA

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddabh;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 16 November 2022 dan
disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga

perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25
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ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan
dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal
Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana
diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan
memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 16
November 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak
merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; untuk itu Majelis Hakim
menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan
kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);
3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4, Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah

(pemeliharaan anak) terhadap anaknya umur 11 Tahun sejumlah Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 %
setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 dan
nomor 4 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan
ikrar talak di depan sidang;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami RISTON PAKILI, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI
ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ARIF HIDAYAT, S.Ag. RISTON PAKILI, S.H.I.
Hakim Anggota
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AGUS FIRMAN, S.H.l.,, M.H.
Panitera Pengganti

SITIABIDAH, S.IP,, S.H.

Perincian Biaya:
. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
. Proses : Rp. 75.000,00
. Panggilan : Rp. 650.000,00
. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
. Redaksi : Rp. 10.000,00
. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah Rp. 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

o O~ WN P
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